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[contoh] Puiji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas terbitnya buku “General Check-Up
Keuangan Negara di Lembaga Legislatif: Evaluasi,
Transparansi, dan Akuntabilitas Fiskal Nasional”. Buku ini
hadir di saat bangsa Indonesia tengah menghadapi
dinamika fiskal yang semakin kompleks: ketidakpastian
global, tekanan perubahan iklim, transformasi teknologi,
dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

Dalam situasi seperti ini, penguatan pengawasan fiskal
oleh lembaga legislatif menjadi sebuah keniscayaan. DPR,
DPD, dan BPK memiliki tanggung jawab historis untuk
memastikan bahwa keuangan negara dikelola secara
transparan, efektif, dan berorientasi jangka panjang.
Kehadiran buku ini memberikan kontribusi penting dalam
memperkaya literatur nasional mengenai governance fiskal
dan menawarkan kerangka berpikir komprehensif tentang
reformasi tata kelola fiskal modern.

Buku ini tidak hanya menyajikan analisis mendalam
mengenai APBN dan APBD, tetapi juga memberikan
perspektif perbandingan internasional, menyoroti praktik-
praktik terbaik dari berbagai negara, serta menawarkan
Fiscal Health Roadmap sebagai arah kebijakan strategis
bagi Indonesia menuju 2045. Pendekatan multidisipliner



yang digunakan—meliputi ekonomi, tata kelola, audit
publik, ekologi, dan digitalisasi—menjadikan buku ini
relevan tidak hanya bagi para legislator, tetapi juga bagi
auditor, perencana anggaran, akademisi, dan masyarakat
sipil.

Saya menyambut baik terbitnya buku ini karena ia
menghadirkan gagasan yang tidak hanya reflektif, tetapi
juga aplikatif. la menekankan pentingnya etika fiskal,
keteladanan legislatif, dan komitmen moral dalam
pengelolaan keuangan negara. Kehadiran gagasan tentang
Parliamentary Fiscal Office, Green Fiscal Governance, dan
integrasi digital fiskal menunjukkan arah baru yang
progresif bagi reformasi tata kelola negara.

Harapan kita bersama, buku ini dapat menjadi panduan
penting dalam memperkuat fungsi pengawasan legislatif,
mendorong kolaborasi antarlembaga, serta mempercepat
langkah Indonesia menuju tata kelola fiskal yang sehat,
berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Selamat membaca dan semoga buku ini menjadi manfaat
bagi kemajuan bangsa.

Prof. Dr. Yusril lhza Mahendra, S.H., M.Sc.
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Prolog

Buku ini lahir dari sebuah kegelisahan yang sederhana
namun fundamental: mengapa di tengah besarnya harapan
rakyat terhadap negara, keuangan publik sering kali tidak
mencerminkan kebutuhan riill masyarakat? Mengapa
transparansi fiskal masih belum sepenuhnya menjadi
budaya, padahal ia adalah fondasi kepercayaan publik?
Dan mengapa lembaga legislatif, yang seharusnya menjadi
penjaga nurani fiskal, masih menghadapi keterbatasan
struktural dalam menjalankan mandat konstitusionalnya?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong penulisan
buku ini. la bukan sekadar kajian teknis mengenai APBN,
APBD, atau mekanisme pengawasan fiskal, tetapi sebuah
upaya lebih besar untuk memulihkan posisi moral fiskal
dalam tata kelola negara. Saya percaya bahwa keuangan
negara adalah bahasa paling jujur dari arah kebijakan
pemerintah. Di dalamnya tercermin keberpihakan, visi,
nilai, dan kadang-kadang keberanian politik yang jarang
terlihat dalam wacana publik.

Dalam proses penulisan, saya menemukan bahwa isu
fiskal perlu dilihat secara lebih integratif: dari struktur
ekonomi makro hingga governance, dari perdebatan etis
hingga teknologi, dari praktik internasional hingga
pembelajaran kelembagaan lokal. Pengawasan legislatif
bukan hanya proses prosedural, tetapi representasi dari
kualitas demokrasi itu sendiri. Lembaga pemeriksa bukan
hanya auditor angka, tetapi penjaga kualitas belanja publik.



Dan keberlanjutan fiskal bukan sekadar soal rasio utang,
tetapi soal tanggung jawab lintas generasi.

Buku ini disusun dengan keyakinan bahwa masa depan
fiskal Indonesia dapat menjadi jauh lebih kuat asalkan kita
berani mengambil langkah-langkah transformatif, baik
dalam reformasi pendapatan, belanja, utang, maupun
pengawasan legislatif. Optimisme ini didukung oleh praktik
terbaik banyak negara, perkembangan teknologi, kapasitas
lembaga publik, dan—yang paling menentukan—tekad
kolektif bangsa untuk memperbaiki tata kelola.

Kami berharap buku ini dapat menjadi rujukan bagi para
legislator, auditor negara, akademisi, birokrat, mahasiswa,
dan masyarakat sipil yang menaruh perhatian pada
pengelolaan keuangan negara. Semoga setiap bagian dari
buku ini dapat memberi inspirasi, memperkaya diskursus
publik, dan menjadi penguat dalam mendorong reformasi
fiskal.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan mendalam
kepada seluruh pihak yang telah memberikan wawasan,
diskusi, dan dorongan moral dalam proses penyusunan
buku ini. Semoga ikhtiar kecil ini menjadi kontribusi nyata
bagi pembangunan tata kelola keuangan negara yang lebih
transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Tim Penulis
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GENERAL CHECK-UP KEUANGAN NEGARA






1. Konsep Dasar General Check-Up Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara dewasa ini menempati posisi
strategis dalam arsitektur tata kelola pemerintahan modern.
Dalam sistem demokrasi konstitusional, keuangan negara
bukan sekadar kumpulan angka yang disusun setiap tahun
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
melainkan representasi konkret dari bagaimana negara
mengelola mandat kedaulatan rakyat untuk mencapai tujuan
pembangunan nasional.

Karena itu, keberhasilan negara dalam mengelola
keuangannya merupakan cerminan langsung dari kualitas
kebijakan publik, efektivitas ~ pemerintahan, serta
keseimbangan hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif,
dan lembaga pemeriksa (BPK RI, 2023). Di tengah dinamika
ekonomi global yang semakin kompleks, integrasi prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi fiskal menjadi
semakin penting demi mencegah distorsi anggaran,
mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan, serta
menjaga kesehatan fiskal jangka panjang.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan struktur
pemerintahan yang besar dan sistem fiskal yang kompleks,
menghadapi tantangan signifikan dalam mempertahankan
disiplin fiskal. Kementerian Keuangan Rl (2024) melaporkan
bahwa peningkatan belanja publik yang tidak terhindarkan,
terutama untuk sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan
sosial, dan infrastruktur, telah mendorong kebutuhan
pembiayaan yang besar, termasuk melalui utang negara.



Kondisi ini menuntut adanya mekanisme check-up fiskal yang
mampu memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran
dikelola secara prudent, efisien, dan tepat sasaran. Dalam
konteks inilah lembaga legislatif menjadi pihak yang berperan
sangat strategis, karena melalui fungsi anggaran,
pengawasan, dan representasi, mereka berperan memastikan
bahwa negara tidak melampaui batas-batas manajemen fiskal
yang sehat.

Lembaga legislatif Indonesia—baik DPR Rl maupun DPD RI—
memiliki mandat konstitusional untuk memastikan bahwa
setiap rupiah uang publik digunakan demi kepentingan rakyat
secara keseluruhan. DPR Rl melalui Badan Anggaran
(Banggar) dan komisi-komisi teknis bertanggung jawab
melakukan pembahasan anggaran bersama pemerintah.

DPD RI, dengan kewenangan konstitusionalnya terutama
terkait urusan daerah, memiliki peran penting untuk
memastikan bahwa kebijakan fiskal nasional sejalan dengan
kebutuhan dan pembangunan daerah (DPR RI, 2023; DPD Rl,
2024).

Fungsi pengawasan kedua lembaga tersebut menjadi lebih
kompleks seiring dengan meningkatnya volume anggaran dan
kemajemukan program pemerintah, sehingga diperlukan
pendekatan evaluatif yang holistik dan berkesinambungan.



General check-up keuangan negara menjadi perangkat
analitis yang memungkinkan parlemen menilai kesehatan
fiskal secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi angka, tetapi
juga dari kualitas proses, efektivitas implementasi, dan
integritas pengelolaan.

Salah satu isu yang semakin sering muncul dalam diskursus
kebijakan fiskal adalah tentang bagaimana parlemen menjaga
keseimbangan antara aspirasi politik dan kebutuhan untuk
mempertahankan disiplin fiskal. Banyak kajian menunjukkan
bahwa politik anggaran di Indonesia masih dipengaruhi oleh
kepentingan fraksi, hubungan eksekutif-legislatif, serta
dinamika konsensus politik yang berkembang di parlemen
(Hidayat, 2022; Zainal, 2021).

Ketegangan antara tujuan jangka pendek politik dan tujuan
jangka panjang fiskal sering kali menciptakan dilema
kebijakan. Pada titik ini, general check-up fiskal dapat
berfungsi sebagai kerangka reflektif yang membantu para
pembuat kebijakan memahami struktur risiko fiskal dan
mendorong keputusan yang lebih rasional, berbasis data,
serta mengedepankan kepentingan publik.

Transparansi fiskal merupakan pilar penting dalam menjaga
kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik menegaskan bahwa dokumen anggaran merupakan
informasi publik yang wajib tersedia bagi masyarakat.



Penilaian internasional seperti Open Budget Survey (IBP,
2023) menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki
kemajuan dalam keterbukaan informasi anggaran, masih
terdapat ruang perbaikan dalam hal ketersediaan dokumen
pendukung, detail realisasi anggaran, serta kemudahan akses
data oleh publik.

Transparansi bukan hanya soal membuka data di situs
pemerintah, tetapi juga tentang bagaimana informasi tersebut
dapat dipahami, dianalisis, dan digunakan oleh pemangku
kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. DPR dan
DPD memiliki posisi strategis sebagai jembatan yang
menghubungkan pemerintah dengan publik dalam konteks
keterbukaan fiskal, sehingga proses penyusunan,
pembahasan, dan pengawasan anggaran perlu
mengedepankan prinsip transparansi substantif, bukan
sekadar formalitas administratif.

Selain transparansi, akuntabilitas fiskal menjadi elemen
krusial dalam mengawal integritas pengelolaan keuangan
negara. BPK Rl sebagai auditor eksternal negara
mempublikasikan lkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
(IHPS) setiap tahun yang berisi temuan signifikan mengenai
pengelolaan anggaran, termasuk ketidakpatuhan terhadap
regulasi dan kelemahan pengendalian internal.

Meskipun pemerintah secara konsisten mendapatkan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP), BPK RI (2023) menekankan bahwa



sejumlah temuan berulang terkait belanja barang, pengadaan,
dan penyaluran dana transfer mengindikasikan masih adanya
permasalahan struktural. Temuan ini tidak bisa dianggap
sekadar kekurangan teknis, melainkan sebagai indikasi
kelemahan sistemik yang membutuhkan respons serius dari
parlemen melalui penguatan mekanisme pengawasan.

Dalam konteks yang demikian itu, general check-up fiskal
dapat membantu legislatif mengidentifikasi akar masalah dan
merumuskan rekomendasi strategis yang lebih tajam.

Konsep general check-up keuangan negara sejatinya
merupakan metaforis yang menggambarkan proses
pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fiskal nasional,
seperti halnya pemeriksaan kesehatan bagi manusia.

Pemeriksaan ini meliputi penilaian terhadap keseimbangan
pendapatan dan belanja, tingkat utang dan kemampuan
bayar, kualitas belanja publik, efektivitas transfer ke daerah,
efisiensi tata kelola, serta integritas laporan keuangan.
Pemeriksaan tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi secara
berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai instrumen seperti
audit, evaluasi kebijakan, analisis kinerja, dan studi berbasis
data. Pemerintah, parlemen, dan lembaga pemeriksa memiliki
peran masing-masing dalam proses ini, sehingga
keberhasilan check-up fiskal sangat bergantung pada kualitas
koordinasi dan komunikasi antar lembaga (OECD, 2022).



Konstelasi global yang penuh ketidakpastian menambah
urgensi dilakukannya check-up fiskal secara rutin. Fluktuasi
harga komoditas global, perlambatan pertumbuhan ekonomi
dunia, perubahan iklim, serta ketegangan geopolitik dapat
mempengaruhi kinerja penerimaan negara dan meningkatkan
beban pengeluaran pemerintah.

Kementerian Keuangan Rl (2024) menunjukkan bahwa risiko
fiskal global telah memengaruhi struktur pendapatan negara,
terutama penerimaan perpajakan dan penerimaan dari sektor
sumber daya alam. Di pihak lain, kebutuhan untuk
memperluas perlindungan sosial, membiayai pembangunan
infrastruktur, dan mendukung pertumbuhan ekonomi
menambah tekanan pada belanja negara.

Dalam keadaan yang demikian tersebut, parlemen harus
memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa APBN
dirancang secara realistis, responsif, dan adaptif terhadap
perubahan lingkungan strategis.

Di tingkat domestik, tantangan fiskal tidak hanya berasal dari
faktor ekonomi, tetapi juga dari persoalan tata kelola dan
kapasitas institusional.

Banyak pemerintah daerah masih menghadapi kesulitan
dalam menyerap anggaran dan mengelola dana transfer
secara efisien. Laporan BPK Rl dan Kemendagri
menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas SDM, lemahnya
sistem pengendalian internal, serta kurangnya pemanfaatan



teknologi informasi turut mempengaruhi efektivitas belanja
daerah.

Mengingat besarnya peran daerah dalam struktur keuangan
negara, parlemen dituntut untuk memperketat pengawasan
dan memastikan efektivitas kebijakan transfer ke daerah (BPK
Rl, 2023). Dengan demikian, check-up fiskal tidak hanya
dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga harus mencakup
dinamika hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam perspektif akademik, literatur mengenai pengawasan
legislatif terhadap keuangan negara menekankan pentingnya
independensi, profesionalisme, dan kapasitas teknis anggota
parlemen.

Kajian Zainal (2021) menunjukkan bahwa penguatan fungsi
pengawasan legislatif membutuhkan dukungan tenaga ahli
yang mumpuni, akses terhadap data yang andal, serta
mekanisme dialog kebijakan yang sehat antara legislatif dan
eksekutif. Tanpa kapasitas teknis yang memadai, parlemen
akan kesulitan menjalankan fungsi check-up fiskal yang
komprehensif.

Fungsi check-up fiskal yang komprehensif selaras dengan
rekomendasi UNDP (2021) yang menegaskan bahwa
penguatan fungsi pengawasan fiskal harus dilakukan melalui
peningkatan kualitas kelembagaan, termasuk peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi proses anggaran,



serta pemanfaatan big data untuk mendukung analisis
kebijakan.

Penguatan peran legislatif dalam check-up fiskal juga
berkaitan dengan reformasi tata kelola keuangan negara.
Sejak reformasi konstitusi 1999-2002, Indonesia telah
melakukan berbagai langkah untuk memperkuat transparansi
dan akuntabilitas fiskal, termasuk melalui penerbitan UU
Keuangan Negara (UU No. 17/2003), UU Perbendaharaan
Negara (UU No. 1/2004), dan UU Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU No. 15/2004).

Reformasi ini menandai pergeseran paradigma dari sistem
anggaran yang bersifat input-based menuju performance-
based budgeting, yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan
hasil pembangunan.

Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi
reformasi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan,
seperti budaya birokrasi, keterbatasan teknologi, serta
kesenjangan kapasitas antar daerah dan instansi pemerintah
(Kementerian Keuangan RI, 2024). Parlemen sebagai aktor
utama dalam proses anggaran harus memastikan bahwa
reformasi ini berjalan konsisten dan memberikan manfaat
nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, general check-up fiscal
juga memiliki dimensi politik yang tidak dapat diabaikan.
Keputusan anggaran selalu melibatkan negosiasi antara



berbagai aktor politik, dan hasilnya sering dipengaruhi oleh
konfigurasi kekuasaan di parlemen.

Untuk itu, diperlukan tata kelola yang meminimalkan konflik
kepentingan, meningkatkan transparansi proses pembahasan
anggaran, serta mendorong perilaku politik yang bertanggung
jawab. Peran partai politik juga signifikan dalam membentuk
orientasi kebijakan anggaran, sehingga pendidikan politik dan
integritas partai menjadi faktor penentu dalam menjaga
kesehatan fiskal negara (Hidayat, 2022).

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menyajikan pemahaman
komprehensif mengenai bagaimana general check-up
keuangan negara dilakukan di lembaga legislatif Indonesia.
Buku ini tidak hanya menyajikan teori atau regulasi, tetapi juga
menguraikan  praktik-praktik terbaik (best practices),
tantangan implementasi, serta analisis kritis terhadap
dinamika hubungan fiskal antar lembaga negara. Dengan
pendekatan akademik-populer, buku ini diharapkan tidak
hanya relevan bagi kalangan akademisi dan peneliti, tetapi
juga bagi pembuat kebijakan, praktisi, mahasiswa, serta
masyarakat umum yang tertarik memahami bagaimana
kesehatan fiskal negara dijaga dan dijalankan untuk
kepentingan kesejahteraan rakyat, tidak hanya bertumpu pada
prinsip kehati-hatian, sehingga momentum pertumbuhan luput
dari orientasi keuangan negara.

Lebih dari itu, buku ini mendorong lahirnya diskursus publik
yang lebih luas tentang penguatan transparansi dan



akuntabilitas fiskal sebagai fondasi demokrasi Indonesia yang
lebih matang dan berkualitas.

Pada akhirnya, menjaga kesehatan keuangan negara adalah
tanggung jawab bersama seluruh lembaga negara dan
masyarakat. Parlemen sebagai representasi rakyat memiliki
peran istimewa dalam memastikan bahwa negara hadir tidak
hanya melalui pembangunan fisik dan kebijakan sosial, tetapi
juga melalui pengelolaan fiskal yang adil, tertib, dan
bertanggung jawab.

General check-up fiskal yang dilakukan secara berkala
merupakan upaya nyata untuk memastikan bahwa perjalanan
pembangunan nasional berjalan di atas landasan fiskal yang
kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, investasi dalam
tata kelola fiskal yang baik adalah investasi dalam masa depan
bangsa, dalam keberlanjutan pembangunan, serta dalam
peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

2. Fiskal Nasional dalam Perspektif Teoretis dan Regulatif

Pembahasan mengenai indikator kesehatan fiskal tidak dapat
dilepaskan dari dinamika teori keuangan publik yang
berkembang sejak era klasik Richard Musgrave hingga
pemikiran kontemporer mengenai fiscal resilience dan fiscal
sustainability.

Musgrave (1959) menyatakan bahwa fungsi pemerintah
dalam mengelola ekonomi terdiri dari alokasi, distribusi, dan
stabilisasi. Ketiga fungsi tersebut kemudian menjadi landasan



konseptual bagi berbagai indikator kesehatan fiskal modern
yang mengukur kemampuan sebuah negara menjaga
keseimbangan antara pendapatan dan belanja, mengelola
utang secara berkelanjutan, dan memastikan belanja publik
memberikan nilai tambah sosial. Indikator kesehatan fiskal
selanjutnya berkembang seiring perubahan paradigma
pemerintahan menjadi lebih transparan dan terukur. OECD
(2019) menekankan bahwa sebuah negara dikatakan sehat
secara fiskal ketika memiliki struktur penerimaan yang
memadai, disiplin dalam pengendalian defisit, kapasitas
pembiayaan utang jangka panjang yang terjaga, serta kualitas
belanja publik yang produktif.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan indikator kesehatan
fiskal memiliki landasan regulatif yang kuat, terutama melalui
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara yang menegaskan prinsip-prinsip pengelolaan
keuangan negara yang transparan, akuntabel, tertib, dan taat
pada peraturan perundang-undangan. Undang-undang
tersebut juga menetapkan batas defisit maksimal tiga persen
dan batas rasio utang terhadap produk domestik bruto sebesar
enam puluh persen, sebuah rambu kehati-hatian fiskal yang
sejalan dengan praktik internasional. Selain itu, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara menambahkan aspek profesionalisme pengelolaan
keuangan, tanggung jawab pengelola anggaran, serta
pentingnya akuntabilitas kinerja.



Dengan demikian, indikator kesehatan fiskal di Indonesia tidak
hanya bersandar pada dinamika teoretis, tetapi juga dibingkai
secara normatif dalam sistem hukum yang mengikat seluruh
aktor fiskal, termasuk lembaga legislatif dan lembaga
pemeriksa.

Defisit anggaran merupakan indikator pertama yang
mencerminkan kesehatan fiskal. Defisit tidak selalu
menandakan kegagalan pemerintah, sebab teori Keynesian
menunjukkan bahwa defisit dapat menjadi instrumen
kebijakan stabilisasi untuk mendorong permintaan agregat
saat ekonomi sedang melemabh.

Akan tetapi, praktik defisit yang dilakukan secara terus-
menerus tanpa kerangka pengendalian yang kuat dapat
mengancam keberlanjutan fiskal. Indonesia mematuhi batas
defisit maksimal tiga persen sejak diterapkannya disiplin fiskal
pascareformasi, kecuali dalam keadaan krisis seperti pandemi
Covid-19 yang memaksa pelebaran sementara batas defisit
untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Bappenas (2021) menegaskan bahwa defisit yang terkelola
dengan baik merupakan bagian dari strategi pembangunan
jangka menengah, tetapi defisit yang berlebihan menandakan
tekanan serius pada kemampuan negara membiayai program
prioritas pembangunan.

Indikator kedua adalah struktur dan keberlanjutan utang
negara. Teori utang publik modern, termasuk model debt



sustainability analysis (DSA) IMF, menekankan pentingnya
mengukur rasio utang terhadap PDB, rasio pembayaran
bunga terhadap penerimaan negara, dan profil jatuh tempo. |

ndonesia memiliki rasio utang yang masih tergolong moderat,
namun peningkatan kebutuhan pembiayaan pembangunan
jangka panjang menuntut kehati-hatian ekstra. Kementerian
Keuangan (2024) menekankan bahwa manajemen utang
Indonesia menggunakan prinsip kehati-hatian dan risiko
minimal, dengan diversifikasi instrumen pembiayaan seperti
Surat Berharga Negara, pinjaman bilateral, dan pembiayaan
syariah.

Dalam praktiknya, kesehatan  fiskal memerlukan
kesinambungan pendapatan untuk membiayai pembayaran
pokok dan bunga utang tanpa mengorbankan belanja prioritas
sektor publik.

Indikator ketiga adalah kualitas belanja negara. OECD (2017)
mencatat bahwa kesehatan fiskal tidak cukup hanya
mengukur angka defisit atau utang, tetapi juga bagaimana
pemerintah mengalokasikan belanja publik.

Belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan
kesehatan memiliki dampak jangka panjang pada
pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, belanja nonproduktif
atau belanja yang tidak tepat sasaran dapat menjadi beban
fiskal.



Di Indonesia, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap
tahun memberikan gambaran kualitas belanja, termasuk
identifikasi belanja yang tidak sesuai ketentuan, belanja fiktif,
hingga potensi kerugian negara. BPK (2023) menegaskan
bahwa belanja pemerintah harus memenuhi prinsip efektif,
efisien, dan ekonomis, sebuah konsep yang dikenal sebagai
3E dalam audit kinerja sektor publik.

Indikator keempat adalah kemampuan negara dalam
mengumpulkan penerimaan. Teori ketahanan fiskal (fiscal
resilience) menekankan bahwa penerimaan negara, terutama
penerimaan pajak, merupakan pondasi utama kesehatan
fiskal jangka panjang. Indonesia menghadapi tantangan tax
ratio yang relatif rendah dibandingkan negara peers.

Bappenas (2020) mengidentifikasi bahwa tax ratio Indonesia
berada pada level yang belum mencerminkan potensi
ekonomi nasional, sehingga upaya reformasi perpajakan
menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kesehatan
fiskal. Selain itu, penerimaan bukan pajak juga memiliki peran
penting, terutama dari sektor sumber daya alam, namun
rentan terhadap volatilitas harga global.

Dengan demikian, indikator kesehatan fiskal di Indonesia
harus dipahami sebagai rangkaian yang saling terkait antara
defisit, utang, belanja, dan penerimaan yang bergerak dalam
kerangka disiplin fiskal yang ditetapkan oleh regulasi nasional.



Pada tingkat teoritis, indikator kesehatan fiskal merupakan
refleksi dari kualitas tata kelola fiskal (fiscal governance). Teori
governance modern yang dikembangkan oleh UNDP (1997)
menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi merupakan prasyarat bagi negara untuk menjaga
keseimbangan fiskal. Prinsip-prinsip tersebut juga tercermin
dalam arsitektur regulatif Indonesia, misalnya melalui Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang
menegaskan peran audit publik sebagai elemen penting
menjaga kesehatan fiskal.

Dengan demikian, indikator kesehatan fiskal tidak hanya
bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan etika pengelolaan
keuangan negara yang harus dipatuhi seluruh aktor
pemerintahan.

3. Fungsi Pengawasan Fiskal Lembaga Legislatif dalam
Sistem Keuangan Negara

Fungsi pengawasan fiskal lembaga legislatif berakar pada
teori politik klasik mengenai pemisahan kekuasaan yang
menekankan pentingnya mekanisme checks and balances
antara eksekutif dan legislatif. Montesquieu dalam The Spirit
of Laws menegaskan bahwa kekuasaan harus saling
mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Dalam sistem modern, fungsi pengawasan legislatif
berkembang menjadi instrumen demokrasi fiskal yang
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Buku General Check-Up Keuangan Negara di Lembaga Legislatif
menyajikan pemeriksaan menyeluruh terhadap bagaimana uang
negara dikelola, dikawal, dan dipertanggungjawabkan di parlemen
Indonesia. Melalui analisis yang jernih dan argumentasi yang
tajam, buku ini membongkar dinamika penganggaran dan
pengawasan di DPR dan DPD, sekaligus menyoroti titik-titik
rawan ketidakefisienan dan potensi penyimpangan yang selama ini
luput dari perhatian publik. Dengan pendekatan yang merangkum
teori, data, kerangka regulasi, serta praktik terbaik internasional,
buku ini mengajukan pertanyaan mendasar: sejauh mana lembaga
legislatif menjalankan mandat  konstitusionalnya  untuk
memastikan keuangan negara benar-benar bekerja bagi
kesejahteraan rakyat?

Narasi dalam buku ini mengalir dengan bahasa yang mudah
dipahami tanpa mengorbankan ketelitian akademik. Pembaca
diajak memasuki ruang-ruang krusial proses anggaran, memahami
mekanisme pengawasan, serta melihat bagaimana transparansi
fiskal dapat diperkuat melalui tata kelola yang lebih terbuka,
modern, dan akuntabel. Di tengah kebutuhan mendesak akan
reformasi kelembagaan dan penegakan standar integritas, buku ini
menawarkan refleksi kritis sekaligus arah pembaruan yang
konkret.

Lebih dari sekadar analisis, karya ini merupakan seruan untuk
memperkuat kualitas demokrasi melalui peningkatan integritas
fiskal. Buku ini penting bagi para pengambil kebijakan, akademisi,
praktisi keuangan publik, mahasiswa, dan seluruh pembaca yang
percaya bahwa pengelolaan uang negara adalah fondasi utama
kepercayaan rakyat kepada negara. Dengan gaya tutur yang tegas
dan substansi yang padat, buku ini menghadirkan peta jalan
menuju parlemen yang lebih transparan, anggaran yang lebih
sehat, dan masa depan tata kelola fiskal yang lebih bertanggung
jawab.
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